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Abstrak: Penelitianinibertujuanuntuk mengembangkan modelinovasi pemberdayaan
pemuda dalam konteks pembangunan desa di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Urgensi penelitian ini didasari oleh fakta demografis bahwa lebih dari 52% populasi
Indonesia berasal dari generasi milenial dan Gen Z, namun partisipasi mereka dalam
pembangunan pedesaan sering kali terhambat oleh keterbatasan akses dan kurangnya
ekosistem yang mendukung. Sebagai aset strategis, potensi pemuda perlu diaktivasi
melalui model yang mengintegrasikan pendekatan multistakeholder, pemanfaatan
teknologi digital, dan penguatan modal sosial-ekonomi. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang mendalam. Data dikumpulkan
melalui wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, observasi lapangan,
serta analisis komprehensif terhadap dokumen kebijakan daerah. Temuan utama
penelitian ini menunjukkan bahwa fragmentasi program antar-lembaga menjadi
hambatan terbesar dalam pemberdayaan pemuda desa. Sebagai solusinya, penelitian
ini mengusulkan Model 4 Pilar (penguatan kapasitas, akses modal, ekosistem inovasi
teknologi, dan partisipasi tata kelola) yang didukung oleh sinergi Pentahelix serta
infrastruktur digital untuk memangkas kesenjangan kota dan desa. Implementasi
model strategis ini terbukti krusial untuk mentransformasi pemuda menjadi penggerak
ekonomi lokal demi mewujudkan pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan.

Abstract: This study aims to develop a model for youth empowerment innovation in the
context of rural development in Banyumas Regency, Central Java. The urgency of this
study stems from the demographic fact that more than 52% of Indonesia’s population
consists of Millennials and Gen Z, yet their participation in rural development is often
hindered by limited access and a lack of a supportive ecosystem. As a strategic asset,
the potential of young people needs to be harnessed through a model that integrates
a multistakeholder approach, the use of digital technology, and the strengthening of
socio-economic capital. This study employs a qualitative method using an in-depth
case study approach. Data were collected through interviews with various stakeholders,
field observations, and a comprehensive analysis of local policy documents. The main
finding of this research reveals that institutional program fragmentation is the primary
barrier to rural youth empowerment. To address this, the study proposes a 4-Pillar
Model (capacity building, resource and capital access, a tech-based innovation
ecosystem, and governance participation) driven by Pentahelix synergy and digital
infrastructure to bridge the urban-rural divide. Implementing this strategic model is
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crucial to transforming rural youth into drivers of the local economy and achieving self-
reliant, sustainable village development.

1. Pendahuluan

Pemuda merupakan elemen kunci dengan pengaruh signifikan dalam setiap upaya
gerakan nasional ( ). Pemuda di Kabupaten Banyumas
memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat dan desa. Jaringan
kolaborasi antar desa merupakan ciri khas struktur masyarakat pedesaan di Indonesia,
yang berkontribusi pada upaya peningkatan kesejahteraan. Pemanfaatan sumber daya
lokal melalui sinergi ini diyakini dapat mempercepat pembangunan di tingkat regional
( ; ; ). Dengan lebih dari 52%
penduduk Indonesia berasal dari generasi milenial dan Gen Z, mereka mewakili
sumber daya manusia yang signifikan dengan potensi besar untuk mempercepat
pembangunan regional. Di Kabupaten Banyumas, pemberdayaan pemuda seringkali
terhambat oleh berbagai kendala, mulai dari kurangnya dukungan pemerintah
hingga terbatasnya partisipasi aktif pemuda dalam pengambilan keputusan terkait
pembangunan desa.

Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam pemberdayaan pemuda di Kabupaten
Banyumas adalah kurangnya dukungan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Banyumas
dianggap belum cukup memperhatikan peran kaum muda dalam pembangunan desa.
Seperti yang dinyatakan oleh beberapa informan, salah satunya adalah Informan 002
yang menyatakan: “Pemerintah harus meluncurkan program yang dapat mendorong
partisipasi aktif kaum muda dalam pembangunan lingkungan dan desa mereka.”
Meskipun sudah ada beberapa program pemberdayaan pemuda, keterbatasan alokasi
anggaran dan komunikasi yang tidak efektif antar pemangku kepentingan merupakan
hambatan utama dalam pelaksanaannya.

Kaum muda di Indonesia, khususnya Generasi Z, dikenal memiliki literasi digital yang
tinggi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi baru.
Dalam konteks pemberdayaan pemuda di Banyumas, kaum muda harus dibekali
dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman, seperti literasi digital,
kepemimpinan, dan kewirausahaan. Selain itu, menciptakan keseimbangan antara
kehidupan dan kepuasan kerja menjadi penting diperhatikan, karena keseimbangan
kehidupan kerja dan kepuasan kerja secara bersama-sama memengaruhi loyalitas
karyawan Gen-Z ( ), yang pada akhirnya berdampak pada
produktivitas mereka dalam pembangunan desa.

Pemberdayaan pemuda yang efektif membutuhkan pendekatan multi-pemangku
kepentingan, yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta,
bank, media, dan akademisi. Pendekatan ini penting untuk menciptakan kebijakan
yang tidak hanya berbasis pada kebutuhan lokal tetapi juga dapat mengakomodasi
berbagai sektor yang dapat mendukung pemberdayaan pemuda. Kolaborasi antara
pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan penting dalam mengelola program
pemberdayaan yang efektif, serta menyediakan akses ke sumber daya keuangan dan
teknologi ( ).

Berdasarkan data lapangan, tantangan terbesar bagi pemberdayaan pemuda di
Kabupaten Banyumas adalah kurangnya pemahaman tentang potensi mereka
sendiri. Hambatan yang dihadapi generasi muda saat ini telah berubah menjadi
neokolonialisme ( ). Fenomena ini dipicu oleh kapitalisme
dan neoliberalisme, yang membentuk pola pikir hedonistik dan pragmatis melalui
industri makanan, hiburan, mode, dan film. Situasi ini diperparah oleh arus informasi
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digital yang tak terbendung, yang memfasilitasi internalisasi nilai-nilai ini ke dalam
konstruksi sosial kaum muda.

Hal yang krusial lainnya adalah banyak anak muda merasa suara mereka tidak
didengar dalam perencanaan pembangunan desa, dan seringkali hanya digunakan
sebagai formalitas dalam Rapat Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa).
Padahal keterlibatan aktif masyarakat merupakan syarat mutlak untuk keberhasilan
program pembangunan di daerah pedesaan (

). Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan model pemberdayaan
berdasarkan potensi pemuda dan menyediakan program yang dapat mengoptimalkan
peran mereka dalam pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat adalah kunci
utama keberlanjutan dan penerimaan publik terhadap implementasi program
( ; ; ).

Konsep Pemberdayaan, yang awalnya diperkenalkan oleh UNDP dalam kerangka
keadilan lingkungan, mewakili sinergi antara pendekatan bottom-up dan top-down

( ). Instrumen pemberdayaan ini mencakup berbagai strategi
untuk meningkatkan otonomi masyarakat dan keterlibatan aktif dalam pengambilan
keputusan ( ). Penting untuk dicatat bahwa pemberdayaan

bukanlah entitas yang terpisah dari partisipasi, melainkan hasil jangka panjang dari
proses partisipatif. Berbeda dengan alat partisipasi umum, pemberdayaan secara
khusus berfokus pada penguatan pengaruh kolektif, otoritas politik, dan kendali atas
sumber daya untuk mempercepat transisi sosial-ekologis dan ketahanan masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kerja fleksibel berpengaruh positif
terhadap kepuasan kerja dan keseimbangan kerja-hidup (

). Oleh karena itu pekerjaan fleksibel dan nilai-nilai kerja yang selaras dengan
aspirasi kaum muda dapat memperkuat hubungan mereka dengan masyarakat dan
meningkatkan produktivitas dalam pembangunan desa. Program pemberdayaan
harus mempertimbangkan karakteristik kaum muda, seperti kecintaan mereka
terhadap teknologi dan keinginan untuk berkontribusi pada perubahan sosial.

Sebagai langkah awal, dibutuhkan model pengembangan pemberdayaan pemuda
berbasis modal manusia dan sosial, yang mengintegrasikan kebijakan pemerintah,
dukungan sektor swasta, dan partisipasi aktif pemuda. Sebagai penggerak awal,
pemuda memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan regional, yang menjadi
landasan untuk mencapai target nasional ( ). Model ini harus
mempertlmbangkan penggunaan teknologi dalam pemberdayaan (

), seperti yang dicontohkan oleh Desa Desainer Grafis
dan Desa Pemasar Online ( ). Pemberdayaan berdasarkan model ini
diyakini memiliki dampak yang lebih besar terhadap keberlanjutan pembangunan
desa di Banyumas.

Keberhasilan pemberdayaan pemuda di Banyumas dapat diukur melalui kebijakan
berbasis bukti yang melibatkan evaluasi dan pemantauan hasil secara sistematis.
Kebijakan berbasis bukti akan membantu menilai efektivitas program, pengelolaan
anggaran, pengawasanlmplementa5| dan pencapaian hasil yang diharapkan (

). Model kebijakan ini bertujuan tidak
hanya untuk mengukur hasil tetapl juga untuk memastikan bahwa program yang
diimplementasikan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pemuda dan
masyarakat desa.

Kabupaten Banyumas terletak di Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah sekitar
1.275,52 km? dan jumlah penduduk sekitar 1,8 juta jiwa (BPS Kabupaten Banyumas,
2023). Kabupaten ini memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber daya
manusia, terutama di kalangan pemuda. Menurut data dari Badan Pusat Statistik
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(BPS) Kabupaten Banyumas, angka kemiskinan pada tahun 2023 mencapai sekitar
12,7%, yang berarti sekitar 228.000 orang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Angka ini menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat, terutama di kalangan
pemuda, untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Pemuda
di Kabupaten Banyumas, yang berjumlah sekitar 40% dari total penduduk (BPS
Kabupaten Banyumas, 2023), memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada
perubahan sosial dan ekonomi di desa mereka.

Meskipun terdapat berbagai program pemerintah untuk mendukung pemberdayaan
pemuda, seperti Karang Taruna dan forum pemuda lainnya, banyak pemuda
mengeluhkan kurangnya koordinasi dan alokasi anggaran yang memadai. Selain itu,
terbatasnya kesempatan kerja di desa juga menjadi kendala utama. Beberapa pemuda
mengungkapkan bahwa mereka seringkali hanya digunakan sebagai formalitas dalam
perencanaan pembangunan desa tanpa dilibatkan dalam pengambilan keputusan
yang lebih substansial. Oleh karena itu, pergeseran struktur ekonomi harus dipantau
secara ketat, terutama terkait implikasinya terhadap ketersediaan lapangan kerja dan
tingkat pendapatan di daerah pedesaan ( ).

Pemuda memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada berbagai sektor
pembangunan pedesaan, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Pemuda di
desa-desa Banyumastelah menunjukkan kemampuan mereka untuk mengembangkan
berbagai program berbasis teknologi, seperti pengembangan desa wisata, pertanian
berbasis teknologi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Generasi Z, yang
merupakan mayoritas pemuda di Banyumas, dikenal memiliki keterampilan digital
yang lebih baik daripada generasi sebelumnya, sehingga memungkinkan mereka
untuk berperan dalam ekonomi digital. Diperlukan model pemberdayaan pemuda
yang komprehensif dan inovatif dengan mengintegrasikan modal manusia, sosial,
serta teknologi digital. Program ini harus menyesuaikan diri dengan karakteristik
kaum muda, seperti kebutuhan akan kerja fleksibel dan pemanfaatan teknologi untuk
meningkatkan produktivitas serta kontribusi sosial mereka dalam pembangunan desa.

SDGs, yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa terdiri dari 17 target strategis
dan ratusan indikator pencapaian. Fokus utama mereka adalah memobilisasi
tindakan konkret di seluruh dunia untuk mengatasi krisis planet dan sosial (

). Hal ini dicapai melalui upaya terpadu untuk memberantas kemiskinan,
menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memastikan kemakmuran bagi semua lapisan
masyarakat ( ). Konsep pembangunan berkelanjutan, yang
diperkenalkan oleh Komisi Brundtland ( ), menekankan
pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang melalui
keseimbangan tiga dimensi utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara khusus,
Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya transformasi ekonomi hijau yang
menuntut penciptaan green jobs yang mendukung keberlanjutan lingkungan,
mengurangi emisi karbon, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan
( ). Sementaradimensisosial menargetkan pengurangan ketidaksetaraan
melalui akses yang sama terhadap layanan dasar ( ; ).
Di sisi lain, keberlanjutan lingkungan membutuhkan pengelolaan sumber daya yang
bijaksana dan adopsi teknologi ramah lingkungan.

Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, diperlukan pergeseran paradigma menuju
pendekatan partisipatif danberbasis bukti. Partisipasi masyarakat sangat pentinguntuk
menyelmbangkan hubungan kekuasaan ( ), sementara (

) lebih menyoroti pentingnya bukti, dan pemanfaatan big data
untuk kebijakan yang lebih objektif dan efisien. Dalam praktiknya, keterlibatan aktif
kaum muda dalam perencanaan telah terbukti meningkatkan relevansi program. Hasil
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penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pemuda berkontribusi positif terhadap
kemajuan desa, meningkatkan hubungan sosial daninovasi ( ),yang
kemudian harus didukung oleh evaluasi terstruktur untuk mengukur dampak kebijakan
secara akurat. Kompleksitas tantangan pembangunan ini membutuhkan kolaborasi
multi-pemangku kepentingan yang mensinergikan berbagai sektor ( ).
Sinergi antara pemerintah dan masyarakat memastikan kebijakan yang responsif,
sementara sektor swasta memainkan peran penting dalam menyediakan modal dan
peluang kerja. Peran ini diperkuat oleh akademisi melalui transfer teknologi yang
tepat ( ) dan media, yang berfungsi sebagai pilar transparansi dan
publikasi keberhasilan program ( ). Pada akhirnya, keberhasilan
implementasi program bergantung pada komitmen lintas sektor dan alokasi sumber
daya yang memadai ( ). Percepatan pencapaian tujuan juga
dapat didorong melalui integrasi teknologi, di mana keterlibatan kaum muda yang
adaptif terhadap inovasi digital merupakan kunci strategis untuk memecahkan
masalah pembangunan pedesaan ( ).

Berdasarkan wuraian latar belakang di atas, diketahui bahwa penelitian ini
dilatarbelakangi oleh adanya gap empiris berupa tingginya potensi digital Gen Z di
Kabupaten Banyumas (40% populasi) yang belum optimal dan terjebak dalam
formalitas Musrenbangdesa akibat fragmentasi program, keterbatasan anggaran,
serta tantangan neokolonialisme digital. Untuk mengatasi kesenjangan konseptual
tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan struktural-kultural
sekaligus mengonseptualisasikan Model Kontemporer 4 Pilar Utama (penguatan
kapasitas, akses modal, ekosistem inovasi, dan tata kelola desa). Kebaharuan model
ini terletak pada integrasi taktis berbasis bukti (evidence based) yang mensinergikan
ekosistem Pentahelix dengan karakter adaptif pemuda, guna mentransformasi peran
mereka dari sekadar objek administratif menjadi subjek penggerak ekonomi demi
mempercepat pencapaian SDGs Desa.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang
dilakukan di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi dipilih berdasarkan
tingginya populasi pemuda (generasi milenial dan Gen Z mencapai >52%) dan
kompleksitas tantangan pemberdayaan pemuda yang representatif. Penelitian ini
dilakukan bekerja sama dengan Komunitas Pemuda Teras Nara Cendekia, Purwojati,
Kabupaten Banyumas. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik Purposive
Sampling yang dikombinasikan dengan Snowball Sampling untuk menjangkau
pemangku kepentingan kunci. Kriteria informan adalah individu yang terlibat
langsung, memiliki otoritas, atau terdampak oleh kebijakan pemberdayaan pemuda
di Banyumas. Total informan berjumlah 22 orang. Pengumpulan data melibatkan
wawancara mendalam dan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dengan total 22
pemuda yang aktif terlibat dalam kegiatan pemuda berbasis komunitas. Wawasan,
pengalaman, dan perspektif yang diperoleh dari wawancara dan FGD menjadi dasar
utama untuk analisis data dan perumusan kesimpulan dalam penelitian ini. Dengan
mengintegrasikan pendekatan kualitatif ini, penelitian ini bertujuan untuk memastikan
pemahaman yang komprehensif dan kontekstual tentang isu-isu yang diteliti. Analisis
data menggunakan model interaktif ( ), yang terdiri dari tiga tahap:
kondensasi data (seleksi, penyederhanaan, dan pengkodean data), presentasi data
(matriks, diagram, dan narasi), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Analisis
tematik dilakukan dengan bantuan perangkat lunak NVivo atau Atlas.ti untuk
mengidentifikasi pola, tema, dan sub-tema yang muncul dari data Keabsahan data
dijamin melalui triangulasi multi-dimensi: triangulasi sumber (membandingkan

Indiahono, Tobirin, Rohmi, & Ranjani. (2026). Matra Pembaruan, 10(1), 73-86 77
https://doi.org/10.21787/mp.10.1.2026.73-86



MATRA PEMBARUAN

Jurnal Inovasi Kebijakan

Model Inovasi Pengembangan Pemberdayaan Pemuda
Studi Kasus di Kabupaten Banyumas

data pemuda, pemerintah, dan swasta), triangulasi metode (cross check wawancara
dengan hasil FGD), serta member checking (mengembalikan draf transkrip dan draf
model kepada informan kunci untuk memastikan kesesuaian interpretasi).Penelitian
ini mengikuti prinsip-prinsip etika penelitian yang meliputi persetujuan berdasarkan
informasi, kerahasiaan, anonimitas, kemurahan hati, dan keadilan. Hasil analisis akan
digunakan untuk mengembangkan Model Inovasi Pengembangan Pemberdayaan
Pemuda.

3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Kurangnya Dukungan Pemerintah untuk Pemberdayaan Pemuda

Temuan menunjukkan bahwa peran pemerintah distrik dalam memberdayakan
kaum muda, khususnya mereka yang menunjukkan kepedulian dan keterlibatan
aktif dalam pembangunan desa, masih belum optimal. Terlepas dari meningkatnya
harapan yang diletakkan pada pemerintah daerah untuk memberikan perhatian,
dukungan, dan arahan strategis yang lebih besar bagi inisiatif kaum muda, kondisi
empiris mengungkapkan kesenjangan yang terus-menerus antara aspirasi kebijakan
dan implementasi praktis. Perbedaan ini menunjukkan bahwa program dan upaya
kelembagaan yang ada belum sepenuhnya mengatasi kebutuhan, potensi, dan
tantangan yang dihadapi kaum muda di tingkat akar rumput. Lebih lanjut, kurangnya
keterlibatan, fasilitasi, dan alokasi sumber daya yang konsisten dari otoritas distrik
tampaknya menghambat pengembangan partisipasi kaum muda yang bermakna
dalam tata kelola desa dan proses pembangunan.

Dalam banyak kasus, inisiatif kaum muda cenderung sangat bergantung pada motivasi
diri dan upaya berbasis komunitas daripada dukungan pemerintah yang terstruktur.
Situasi ini menggarisbawahi urgensi untuk intervensi kebijakan yang lebih proaktif,
inklusif, dan berkelanjutan yang dapat secara efektif menjembatani kesenjangan
antara harapan pemerintah dan realitas di lapangan. Kekhawatiran ini secara eksplisit
diungkapkan oleh Informan 002, yang menekankan pentingnya inisiatif yang dipimpin
pemerintah dalam merangsang dan mempertahankan partisipasi pemuda. Menurut
informan, tanpa arahan kebijakan yang jelas, mekanisme dukungan yang memadai,
dan dorongan terus-menerus dari pemerintah daerah, keterlibatan pemuda berisiko
menjadi sporadis dan kurang berdampak, sehingga membatasi potensi kontribusinya
terhadap pembangunan desa jangka panjang.

“Pemerintah harus meluncurkan program-program yang dapat mendorong
partisipasi aktif kaum muda dalam pembangunan lingkungan dan desa mereka.
Program-program ini diperlukan agar potensi dan keterampilan yang dimiliki kaum
muda dapat diakomodasi dan disalurkan dengan tepat. Selain itu, para pembuat
kebijakan perlu meningkatkan kemampuan mereka untuk memahami potensi dan
preferensi kaum muda sehingga pemberdayaan dapat dilakukan dengan lebih
tepat dan efektif.” (Informan 002)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemahaman para pembuat kebijakan tentang
preferensi kaum muda masih perlu ditingkatkan. Sejalan dengan hal ini, Informan
003 mengakui bahwa meskipun program pemberdayaan tersedia, skalanya masih
belum memadai. Ia menyatakan, “Saat ini, program yang diluncurkan oleh pemerintah
daerah untuk pemberdayaan kaum muda memang ada, tetapi cakupannya masih
sangat terbatas.”
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Cakupan yang terbatas ini mengakibatkan pengecualian dari partisipasi, di mana hanya
segelintir kaum muda dalam organisasi formal yang mendapatkan akses, sementara
potensi besar kaum muda di desa-desa terpencil tetap belum dimanfaatkan. Lebih
lanjut, sinergi lintas sektor diperlukan untuk mengatasi keterbatasan ini. Informan
011 menyarankan integrasi program di berbagai tingkatan pemerintahan. Integrasiini
sangat penting untuk menghindari duplikasi program dan memastikan keberlanjutan
pembangunan kapasitas (transfer pengetahuan) dari tingkat pusat hingga tingkat
desa:

“Diperlukan program terpadu yang melibatkan pemerintah distrik, provinsi,
dan pusat, serta mengundang perwakilan pemuda dari setiap desa. Program
ini bertujuan untuk mengembangkan potensi dan keterampilan kaum muda.”
(Informan 011)

Secara umum, upaya pemerintah daerah dalam memberdayakan pemuda desa
dinilai belum efektif karena komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan
yang lemah, sehingga menyebabkan implementasi program terfragmentasi dan
sulit menjangkau tingkat akar rumput. Selain itu, keterbatasan alokasi anggaran
mengakibatkan program sering kali bersifat jangka pendek dan seremonial daripada
terstruktur. Akibatnya, inisiatif pemberdayaan ini gagal memberikan hasil terukur serta
manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat desa. Ketiadaan
mekanisme pendanaan yang memadai dan berkelanjutan semakin memperburuk
masalah ini, karena membatasi peluang untuk peningkatan kapasitas, pengembangan
kewirausahaan, dan keterlibatan masyarakat jangka panjang di kalangan pemuda.
Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu segera tidak hanya meningkatkan alokasi
anggaran tetapi juga merancang strategi pemberdayaan yang lebih terintegrasi,
konsisten, dan berorientasi pada keberlanjutan yang dapat menghasilkan dampak
nyata dan berkelanjutan pada pembangunan desa.

Pada konteks ini, perlu kesadaran bahwa meningkatkan modal manusia (pemuda) dan
modal sosial (komunitas pemuda) menjadi amat penting dalam pembangunan desa.
Sebab pembangunan masyarakat ditentukan oleh kombinasi berbagai modal dasar;
namun, efektivitas pembangunan meningkat ketika modal sosial dan modal manusia
diperkuat karena keduanya memungkinkan masyarakat mengelola modal lainnya
secara lebih produktif. Dalam kerangka penghidupan berkelanjutan, aset tidak berdiri
sendiri, melainkan saling memengaruhi dan digunakan secara kombinatif sesuai
konteks sosial-ekonomi masyarakat ( ).

3.2. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa

Secara demografis, kaum muda merupakan kelompok usia mayoritas di Indonesia.
Generasimilenialdan GenerasiZmencakup 52 persendaritotal populasinasional. Oleh
karena itu, keterlibatan mereka dalam pembangunan merupakan suatu kebutuhan.
Dalam konteks Kabupaten Banyumas, potensi beragam daerah merupakan aset
penting yang perlu dikelola melalui pembangunan manusia. Berkaitan dengan konsep
pembangunan berkelanjutan, terdapat dua pilar utama yang harus diperkuat: 1)
Modal Manusia, yang meliputi peningkatan keterampilan, pendidikan, dan kesehatan
kaum muda agar mereka dapat bersaing di pasar kerja; dan 2) Modal Sosial, yang
meliputi jaringan, kepercayaan, dan kerja sama timbal balik antar kaum muda dalam
membangun komunitas desa.
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Oleh karena itu, pembangunan manusia di kalangan generasi muda sangat penting
untuk dibahas, karena bonus demografis tidak akan berdampak signifikan pada
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan jika generasi muda tidak produktif. Hal
ini menimbulkan tantangan karena ketika kaum muda tidak produktif, mereka tidak
menjadi generasiyang mendukung generasitua dan muda, tetapi malah menjadi beban
bagi generasi tua dan muda. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma—dari
sekadar menjadi “objek pembangunan” menjadi “subjek pembangunan.” Ada harapan
besar bahwa generasi muda di Kabupaten Banyumas tidak hanya menjadi penonton
dalam kebijakan publik, tetapi akan tumbuh menjadi aktor yang berdaya (mandiri),
produktif (menghasilkan nilai tambah), dan inovatif (mampu menciptakan solusi untuk
masalah lokal).

Generasi Z dikenal sebagai generasi yang malas, tetapi di balik itu, mereka adalah
generasi yang mengidentifikasi diri sebagai generasi yang paling gila kerja. Hal ini
dibuktikan dengan fakta bahwa jumlah remaja yang bekerja paruh waktu di Amerika
Serikat padatahun 2023 adalah yangtertinggi sejak tahun 2009. Kaum muda di Jepang
yang bekerja, termasuk mereka yang enggan mengambil cuti karena takut membebani
rekan kerja jika mereka tidak masuk kerja. Pada tahun 2023, Perdana Menteri
Jepang bahkan ingin merancang pembatasan jam lembur bagi pekerja di Jepang.
Ini karena banyak orang yang gila kerja. Negara lain mungkin memiliki fenomena
yang berbeda, tetapi optimisme bahwa kaum muda dapat bergerak sejalan dengan
dinamika generasi mereka patut diupayakan. Preferensi kesejahteraan subjektif Gen Z
dipengaruhi oleh setidaknya dua hal: sikap mereka terhadap pekerjaan dan nilai-nilai
yang berlaku di tempat kerja ( ). Pengaturan kerja fleksibel memiliki
pengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi, keseimbangan kehidupan kerja,
dan kepuasan kerja ( ). Bagi Generasi Z, keseimbangan kerja-
hidup dapat memengaruhi kinerja mereka ( ). Berdasarkan data
ini, proses pemberdayaan komunitas pemuda juga harus mempertimbangkan sifat
pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keseimbangan kerja-hidup mereka.

Generasi Z merupakan digital native yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi
terhadap teknologi dan akses internet yang luas. Hal ini menjadikan mereka sebagai
sumber daya manusia unggul yang lebih berpengetahuan dan memiliki tingkat
literasi lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Pemberdayaan komunitas
pemuda pada tingkat ideal harus memberikan bukti tentang bagaimana kebijakan
pemberdayaan harus diimplementasikan. Oleh karena itu, pada tahap ini, kerangka
kebijakan berbasis bukti didemonstrasikan.

Kebijakan yang baik tidak cukup hanya dirancang secara normatif, tetapi harus diuji
melalui penilaian program, pengawasan implementasi, pemantauan hasil, dan
evaluasi yang terukur. Dengan demikian, setiap keputusan kebijakan tidak berdiri di
atas asumsi, melainkan pada bukti yang menunjukkan apakah suatu program benar-
benar efektif, efisien, dan relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Pendekatan
seperti ini sejalan dengan literatur yang menekankan bahwa evidence-based policy
membantu pembuat kebijakan mengambil keputusan yang lebih baik dan mencapai
hasil yang lebih baik pula.

Secara lebih rinci, jika merujuk pada ( ) bagian penilaian
program menunjukkan tahap awal untuk menelaah apakah suatu program memiliki
dasar efektivitas yang kuat dan layak diteruskan. Tahap pengembangan anggaran
menggambarkan bahwa alokasi dana seharusnya tidak hanya mengikuti kebiasaan
atau tekanan politik, melainkan disusun berdasarkan bukti mengenai program mana
yang paling memberi manfaat. Selanjutnya, pengawasan implementasi menegaskan
pentingnya memastikan bahwa program dijalankan sesuai rencana, prosedur, dan
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target yang telah ditetapkan. Setelah itu, pemantauan hasil digunakan untuk melihat
apakah pelaksanaan program benar-benar menghasilkan output dan outcome yang
diharapkan. Akhirnya, evaluasi terukur menjadi alat untuk menilai secara kritis apakah
program tersebut pantas dipertahankan, diperbaiki, atau dihentikan. Rangkaian ini
menunjukkan bahwa kebijakan berbasis bukti bekerja sebagai satu siklus yang saling
terhubung, bukan tahapan yang berdiri sendiri.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, model kebijakan berbasis bukti (

) ini juga menekankan bahwa kebijakan publik yang efektif memerlukan
hubungan yang erat antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi.
Kebijakan berbasis bukti memungkinkan pemerintah menggunakan informasi yang
valid untuk menyusun prioritas, mengarahkan sumber daya secara lebih tepat,
serta meminimalkan pemborosan anggaran. Selain itu, pendekatan ini memperkuat
akuntabilitas karena hasil kebijakan dapat diukur secara lebih jelas. Karena itu,
kebijakan tidak hanya menunjukkan konsep teoritis, tetapi juga menggambarkan
prinsip praktis bahwa kebijakan publik harus terus disempurnakan melalui bukti
empiris, pemantauan berkelanjutan, dan evaluasi hasil. Apabila digunakan dalam
tulisan akademik, gambar ini dapat diposisikan sebagai ilustrasi bahwa efektivitas
kebijakan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menjadikan bukti
sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pengembangan kebijakan berbasis bukti ( ) dalam konteks
Pengembangan Kebijakan Komunitas Pemuda dapat dikembangkan melalui:

1. Penilaian Program

Menilai apakah kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dan mengevaluasi
efektivitas program dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks pengembangan
komunitas pemuda, proyek percontohan yang digunakan sebagai model harus
dapat diprediksi dan diimplementasikan, dan harus jelas bagaimana program
tersebut akan diimplementasikan untuk mencapai tujuannya secara efektif.

2. Pengembangan Anggaran

Memberikan bukti bahwa dana yang dialokasikan akan dikembalikan dengan
dampak kebijakan tersebut. Dalam konteks pengembangan komunitas pemuda,
perspektif program pengentasan kemiskinan harus diperhitungkan, dengan
mempertimbangkan jumlah pendanaan pemerintah yang dihabiskan untuk proyek
percontohan hingga tingkat desa. Meskipun masalah anggaran harus ditangani
pada tahap perencanaan ( ), dukungan keuangan tetap berisiko
dihentikan jika pemantauan rutin menunjukkan bahwa pemilik proyek kredit
melebihi batas risiko yang ditetapkan oleh lembaga keuangan. Oleh karena itu,
akuntabilitas anggaran dapat digunakan sebagai bukti bahwa kebijakan tersebut
memang layak untuk diimplementasikan oleh pemerintah.

3. Pemantauan Pelaksanaan

Memastikan program dapat terlaksana secara efektif bagi kelompok sasaran.
Dalam konteks pengembangan masyarakat pemuda, ketika proyek percontohan
dilaksanakan, pemerintah harus mempelajari secara menyeluruh apa yang akan
terjadi ketika kebijakan ini diterapkan. Masalah yang muncul di lapangan dicatat
dan solusi dicari, sehingga ketika diimplementasikan atau direplikasi di masyarakat
pemuda di desa-desa, pemerintah sudah mengetahui jawaban atas masalah yang
dihadapi di lapangan.
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Gambar 1. Model Pemberdayaan
Komunitas Pemuda.

4. Pemantauan Hasil

Memastikan program dapat dikembangkan untuk mencapai hasil yang telah
ditentukan. Dalam konteks pengembangan masyarakat pemuda, proyek
percontohan juga harus mampu mempelajari cara mengukur efektivitas program.
Ketika proyek percontohan dilaksanakan, penyimpangan pada kelompok sasaran
dan lembaga pelaksana dapat dipelajari sehingga dapat dikoreksi sesuai dengan
pedoman program. Pemantauan harus dilakukan ketika proyek percontohan
dilaksanakan dan ketika program diimplementasikan di kelompok sasaran.

5. Evaluasi Sasaran

Melakukan evaluasi ketat terhadap program yang tidak memiliki bukti efektivitas
yang kuat. Indikator keberhasilan program dirancang dan disimulasikan
dengan baik untuk kelompok proyek percontohan, sehingga ketika program
diimplementasikan, indikator dan instrumen pengukuran dapat digunakan tanpa
coba-coba. Faktor-faktor yang tidak dianggap memiliki dampak signifikan terhadap
hasil dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan.

Berdasarkan informasi dari berbagai informan, diketahui bahwa pemberdayaan
pemuda di desa saat ini dinilai belum optimal karena keterlibatan mereka dalam
Musrenbangdesa masih sebatas formalitas, padahal aspirasi mereka sangat penting
untukdijadikanacuan pembangunan.Olehkarenaitu,diperlukan modelpengembangan
komunitas yang berbasis multi-pemangku kepentingan dengan melibatkan sinergi
antara pemerintah, sektor swasta, perbankan, media, dan akademisi. Kolaborasi lintas
sektor dalam pengelolaan urusan publik menjadi kunci utama, sebagaimana terbukti
dalam efektivitas layanan publik selama masa pandemi untuk menjaga ketahanan
sosial ekonomi masyarakat.

Dukungan Pemangku
PDukunganh - EYC W Kepentingan
emerintah (7Y Y . ’ & 0‘"‘ [Swasta, Perbankan,
Kabupaten P Media, Akademisi]
v

Proyek Percontohan
Pemberdayaan
Pemberdayaan k ! ‘ Pemberdayaan
Pencangkokan Pencangkokan
Komunitas Komunitas
Pemuda Pemuda

S

a B
Dukungan 2N ‘ ’ ' ,., E Dukungan Pemangku Kepentingan
Pemerintah ﬁﬁ o [Swasta, Perbankan,

Desa Media, Akademisi]

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Sebagai pemerintah daerah dengan sumber daya yang lebih besar, Pemerintah distrik
harus mengambil peran sentral sebagai katalis dan fasilitator dalam pemberdayaan
pemuda dengan mengelola proyek percontohan yang berfungsi sebagai laboratorium
inovasi. Program ini harus disinkronkan dengan potensi lokal, seperti fokus pada
ekonomi kreatif digital bagi pemuda dengan literasi digital tinggi, serta melibatkan
kolaborasi aktif antara pemerintah desa, sektor swasta, perbankan, media, dan
akademisi. Keberhasilan komunitas pemuda dalam membangun desa tematik
(seperti Desa Desainer Grafis atau Desa Film) ( ) membuktikan bahwa
efektivitas proyek percontohan tersebut sangat dipengaruhi oleh dukungan teknologi
dan sinergi lintas pemangku kepentingan.
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Keterampilan kepemimpinan transformasional juga harus menjadi bagian penting
dari proyek percontohan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini karena
kepemimpinan transformasional cenderung memiliki dampak positif yang kuat
terhadap kinerja inovasi melalui berbagi pengetahuan ( ;
). Lebih lanjut, kepemimpinan transformasional dapat menginspirasi
pergeseran visi dan menumbuhkan budaya berbagi pengetahuan. Kemampuan
untuk berbagi pengetahuan tacit penting dalam mengembangkan modal sosial dan
kemampuan inovasi organisasi ( ;

). Proses seleksi peserta dalam proyek percontohan harus menggunakan kriteria
yang ketat, menargetkan kaum muda yang egaliter dan komunikatif sehingga transfer
pengetahuan di tingkat akar rumput dapat berjalan tanpa hambatan hierarki yang
kaku.

Setelah proyek percontohan diimplementasikan dan dipelajari oleh pemerintah
daerah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, proyek tersebut dapat
direplikasi di desa-desa. Replikasi ini tidak boleh terburu-buru; pendekatan bertahap
diperlukan untuk mengurangi risiko dan beradaptasi dengan karakteristik unik setiap
desa. Replikasi dapat dilakukan secara bertahap untuk meminimalkan kesalahan dan
kegagalan. Pelajaran penting yang dipetik selama proyek percontohan sangat penting
ketika mengirimkan program ke desa-desa yang menjadi sasaran program.

Ketika program ditransfer ke desa-desa, peran pemerintah desa dan kolaborasi
berbagai pemangku kepentingan menjadi sangat penting. Hal ini karena pemerintah
desadapat memberikandukungan berupabantuan keuangan dansumberdayalainnya.
Sementara itu, berbagai pemangku kepentingan dapat memberikan dukungan berupa
sumber daya yang spesifik bagi mereka. Bank, misalnya, dapat berpartisipasi dengan
memberikan bantuan kredit mikro kepada masyarakat yang ingin memulai usaha.
Akademisi dapat berperan dalam membantu implementasi teknologi yang tepat guna
di kalangan pemuda, atau memperkuat transfer ilmu pertanian yang telah dilakukan.
Media dapat membantu mempublikasikan produk yang dihasilkan oleh masyarakat
di desa-desa. Kerja sama multi-pemangku kepentingan pada fase pencangkokan
sangat penting dalam model pemberdayaan masyarakat pemuda. Kemampuan untuk
menciptakan inovasi produk di setiap desa adalah kuncinya. Hal ini karena penelitian
menunjukkan bahwa inovasi organisasi berdampak pada keunggulan kompetitif. Oleh
karena itu, penting untuk mendorong pemanfaatan potensi desa dan inovasi yang
memiliki keunggulan kompetitif. Dengan mendorong kaum muda untuk secara inovatif
memanfaatkan potensi lokal, desa tidak hanya akan menjadi mandiri secara ekonomi
tetapi juga akan memiliki keunikan yang sulit ditiru oleh daerah lain.

4. Kesimpulan

Studi ini mengidentifikasi bahwa pemberdayaan pemuda di Kabupaten Banyumas
menghadapi tantangan signifikan yang perlu diatasi melalui pendekatan terpadu
dan berbasis bukti. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya
dukungan dari pemerintah daerah terhadap peran pemuda dalam pembangunan
desa. Meskipun terdapat berbagai program pemberdayaan, keterbatasan alokasi
anggaran dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi hambatan
dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, pemberdayaan pemuda di Banyumas
membutuhkan program yang lebih terstruktur yang melibatkan berbagai pihak dan
berbasis bukti yang jelas.

Pemberdayaan pemuda yang efektif harus mempertimbangkan potensi generasi
muda, seperti kemampuan digital yang tinggi dan kemauan untuk berinovasi. Kaum
muda harus lebih terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan
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pembangunan desa untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan relevan dan
efektif. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan
media merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi
pemuda dalam pembangunan desa berkelanjutan.

Model pemberdayaan pemuda berbasis modal manusia dan modal sosial dapat
memperkuat peran pemuda dalam pembangunan. Program pemberdayaan
berbasis multi-pemangku kepentingan, dengan dukungan dari berbagai pihak, akan
memiliki potensi yang lebih besar untuk berhasil mengatasi tantangan yang ada.
Program-program yang mengintegrasikan teknologi, pelatihan kewirausahaan, dan
pengembangan kapasitas kepemimpinan akan mempersiapkan kaum muda dengan
lebih baik untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan desa.
Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa stagnasi pemberdayaan pemuda
di Kabupaten Banyumas dipicu oleh lemahnya dukungan struktural, keterbatasan
anggaran, dan fragmentasi koordinasi lintas sektor yang menjebak partisipasi Gen
Z dalam formalitas seremonial. Sebagai kontribusi utama, studi ini menghasilkan
Model Pemberdayaan Komunitas Desa (dengan empat pilar: kapasitas, akses,
inovasi, tata kelola) berbasis sinergi Pentahelix yang mengimplikasikan pentingnya
reformasi regulasi Musrenbangdesa dan integrasi anggaran terpadu bagi Pemkab
Banyumas. Meskipun memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi geografis di luar
wilayah Banyumas dan belum mengukur dampak ekonomi jangka panjang secara
longitudinal, model ini menawarkan peta jalan baru bagi riset lanjutan untuk menguiji
efektivitas transformasi pemuda desa menjadi subjek penggerak ekonomi digital demi
ketercapaian SDGs Desa.
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